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Mengingat

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 29 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK ALAT BERAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayvat (3] dan
Pasal 93 ayat (2} Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menctapkan Peraturan
Gubernur tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Alat Berai;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi

Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nemor 163, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6804);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Nepara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Nepara Republik Indonesia Nomor 6322);

o

6. Peraturan Pemerintah Nomer 35 Tahun 2023 tentung
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);






Menetapkan :

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

B. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023
tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat
Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 382);

9, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tengegara
Barat Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 189);

10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tehun 2024 tentang Pajak
Daerah dan Retnbusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 202);

11. Peraturan Gubernur MNomor 50 Tahun 2018 tentang
Penagihan Pajak Daerah [Berita Daersh  Provins:
Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 51J;

MEMUTUSKAN:!

PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK ALAT BERAT.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

L.
p
3.

Daerah adalah Provinsi Nusa Tenpgara Barat.
Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat,

Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggars
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Gtonom,

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnysa
disebut Bappenda adalah Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat,

Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Unit Pelaksana Teknis Badan Unit Pelavanan Pajak Daerah vang
selanjutnya disebut Kantor UPTB-UPPD adalah unsur pelaksana
tekniz Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah  Provins
Nusa Tenggara Barat.

. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang

perpajakan daersh dan/atau retribusi daerah sesum dengan
peraturan perundang-undangan.
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Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajuk adalah kontribusi
wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarken Undang-Undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran ralkyat.

. Subjek Pajak adalah orang pribadi ateu badan yang dapat

dikenai Pajak.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar
Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyvai
hak dan kewsjiban perpajakan sesuai dengan kelentuan
peraturan perundang-undangan.

Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang
bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil vang
menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Badan adalah sckumpulan orang dan/atan modal yang
merupakan kesatuan, baik yvang melakukan usabha maupun
vang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usoha milik
negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa,
dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi
lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kentrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pajak Alat Berat vang selanjuinya disingkat PAB adalah Pajak
atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.

Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membanta
pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknile sipil lainnya vang
sifatnya berat apabila dikegakan oleh tenaga manusia,
beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidok
melekat secara permanen serta beroperasi pada arca lertentu,
termasuk tetapi tidak terbatas pada area  konstruksi,
perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.

Nilai Jual Alat Berat yang selanjutnya disingkat NJAB adalah
harga pasaran umum atas suatu alat berat.

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 [sat) bulan kalender yang
menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor,
dan melaporkan pajak yvang terutang,

Tahun Pajak adalah jangka waktu vang lamanya | {sat) tahun
kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku
vang tidak sama dengan tahun kalender.

Pajak vang terutang adalah pajak vang harus dibayar pada suatu
saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian
Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

Pernungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulal dan
perhimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya
pajak yvang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada
wajib pajak serta pengawasan penyelotannys.



20. Surat Ketetapan Pajak Dacrah vang selanjutnya disingkat SKPPD,
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya
jumlah pokok Pajak Alat Berat vang terutang,

21. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
SPOPD adalah Surat yvang berfungsi sebagai permohonan
pendaftaran Pajak Alat Berat dan Dasar Penetapan Pajak,

22. Surat Setoran Pajak Dacrah, yang sclanjutnya disingkat S5PL,
adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak vang telah
dilalukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran
yang ditunjuk oleh Gubernur.

23. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD,
adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan;atau sanksi
administratif berupa bunga.

24, Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar rermasuk
sanksi Administratif berupa bungs, denda atau kenaikan yaneg
tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat scjenisaya
berdasarkan ketentuan peraturan  perundang-undangoen
perpajakan daerah,

25, Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain vang scjenis
adalah surat vang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau
memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang
pajaknya.

26, Surat Keputusan Pembetulan yang selanjutnya disingkat SKP
adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis,
kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam pencrapan
ketentuan tertentu dalam  peraturan perundang-undangin
perpajakan Daerah yang terdapat dalam SKPD, STFD, Surat
Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan

27, Burat Keputusan Keberatan adalah surat keputusun alas
keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah yang
digjukan oleh Wajib Pajalk.

BARB I
OBRJEK, SUBJEK, DAN WAJIB PAJAIC ALAT BERAT

Pasal 2
(1} Objek PAB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.

(2) Yang dikecualikan dari objek PAB schagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah kepemilikan dan/atau penguasaain aias:

a. Alat Berat vang dimiliki dan/atau dikuasal Pemerintah,
Pemerintah Daerah, dan Tentara Nasional Indonesica /
Kepolisian Negara Indonesia;

b, Alat Berat vang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan,
konsulat, perwakilan negara asing dengan asas limbal balik
dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas
pembebasan pajak dari Pemerintah Pusat.



Pasal 3

(1) Subjek PAB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki
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dan/atau menguasai Alat Berat.

Wajib PAB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki
dan/atau menguasai Alat Berat.

BAR III
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu
Pendaftaran

Pasal 4

Setinp Wajib PAB diwajibkan untuk mendaftarkan objek
pajaknya menggunakan SPOPD.

Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilakukan
oleh Dealer/Distributor/Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM)
kepada Kepala Badan melalul Kantor UPTB UPPD.

SPOPD scbagmmana dimaksud pada ayat (1) disampeaikan paling
lambat:

a. untuk Alat Berat baru 30 (tiga puluh) hari scjak saat
kepemilikan dan/atau saat penguasaan;

b. untuk Alat Berat bukan baru sampal dengan wngeal
berakhirnya masa pajak;

e, untuk Alat Berat dari luar Daerah paling lambat | (satu) han

sebelum tanggal berakhirnya masa pajak.
SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3] paling kurang
memuat memuat:
a. Nama pemilik;
b. Alamat pemilik;
Jenis/Merk;
. Type/Model;
Tahun Pembuatan;
Horse Power (HP);
Nomor Mesin;

o B - M

= o

Nomor Chasis/Nomor Rangka/Nomor Lambung;

Faktur Kendaraan atau Kwitansi Pembelian astau surat
perjanjian sewa atau rental alat berat atay surat penyatasan
kepemilikan alat berat, yang berisi harga pasaran umum
alat berat.

—_—
3

Bentuk dan format SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat | 1)
tercantum dalam Lampiran vang merupakan bagian tlidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini,

Pasal 5

Pendaftaran sebagaimana dimaksud daelam Pasal 4 ayat (2)
Kepala Badan menerbitkan satu NPWPD kepada Wajib Pajak.



(2}

13

()

1)

(&)

I7)

(1]

(2]

(1)

(2]

{3)

Selain menerbitkan NPWPD sebagaimana dimaksud pada
avat (1) Kepala Badan menerbitkan nomor registrasi untuk
setiap objek Pajak.

NPWFD sebagaimana dimaksud pada ayat (1] untuk crang
pribadi dihubungkan dengan Nomor Induk Kependudukan dan
untuk Badan dihubungksan dengan Nomor Induk Berusaha,

Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi sebagai objek dan subjek
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Kepala
Badan dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan
NPWPD, nomor registrasi, atas dasar permohonan Wepb Pajak.

Dalam hal pencnaktifan atau penghapusan NPWFPD, nomo
registrasi atas dasar permohonan Wajib Pajak scbagaimana
dimaksud pada ayat (4), Kepala Badan menerbitkan keputusan
dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan
diterima secara lengkap.

Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada syat (5] tidok
diterbitkan setelah melampaul jangka waktu 3 (tiga) bulan,
permohonan Wajib Pajak diangeap disetujui,

Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor regisirast atas
dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pads
avat (3) dapat dilakukan scpanjang Wajib Pajak:

a. tiddak memiliki tunggakan Pajak; dan

b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan,
banding, gugatan, atau peninjavuan kembali.

HBagian Kedua
Pendataan

Pasal 6

Kepala Badan melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek
Pajak untuk memperolch, melengkapi, dan menatausabakan
data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasul informasi
geografis objek Pajak untule keperluan administras: perpajukan
Daerah,

Pendataan dilakukan untuk mendapatkan seluruh data Alat
Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Wajib Pajak dalam
wilayah Provinsi.

Pasal 7

Kepala Badan membuat rekonsiliasi atas data penjualan Alat
Berat oleh Dealer/Distributor/Agen Tungpal Pemegang Merk
(ATPM).

Kepala Badan dapat melakukan pengawasan melalul Operasi
penertiban Alat Berat di lapangan.

Penertiban Alat Berat dilakukan untuk memeriksa dokumen
kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat serta dokumen
pembayaran PAB.



Pa=al 8

(1} Pendataan, rekonsiliasi, dan pengawasan Alat Berat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dilaksanakan oleh tim.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikat terdiri
dari unsur;

a. Bappenda;

b. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,

c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

e. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral,

f. Satuan Polisi Pamong Praja; dan

g. Biro Hukum Sekretariat Daerah.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada avat (2) ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur.

BAB IV
PENETAPAN BESARAN PAB

Bagian Kesatu
Dasar Pengenaan

*asal 9
(1) Dasar pengenaan PAB adalah NJAB,

(2] NJAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan
berdasarkan harga rata-rata pasaran umum Alat Berat,

(3} Harga rata-rata pasaran umum scbagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh
dari berbagai sumber data yang akurat pada mingsu pertama
bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.

(4} Dalam hal harga pasaran umum atas suatu Alat Berat tidak
diketahui, NJAB dapat ditentukan berdasarkan schagian atau
seluruh faktor:

a. harga Alat Berat dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga
yang sama;

b. penggunaan alat berat unmuk umum atau pribadi;

harga Alat Berat dengan merek Alat Berat vang sama,

d. harga Alat Berat dengan tahun pembuatan Alat Berat vang
SR,

e. harga Alat Berat dengan pembuat Alat Berat;
f. harga Alat Berat dengan Alat Berat sejenis;

g. harga Alat Berat berdassarkan dokumen Pemberitahuan
Impor Barang (PIB);

a

h. NJAB dengan merk dan /atau tipe yang sama di provinsi lain;

i. Kenaikan sebesar 3% (lima persen| darl nilai jual alat berat
tahun sebelumnya.



(5) Penghitungan dasar pengenaan PAB secbapaimana dimaksud
pada ayat {1} sampai dengan ayat (3) mengacu pada tabel yang
diietapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

(6) Dasar pengenaan PAB scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditinjau kembali paling lama setiap 3 (uga) tahun dengan
memperhatikan indeks harga dan perkembangan perckonomian,

(7) Dalam hal NJAB tidak tercantum dalam tabel vang ditetapkan
oleh Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat [3),
Kepala Badan dapat menetapkan dasar pengenssn PAB
dimaksud dengan berpedoman pada ketentuan sebapaimana
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4)

Bagian Kedua
Tarif PAB

Pasal 10
Taril PAB ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

Bagian Ketiga
Penghitungan dan Wilayah Pemungutan

Pasal 11

(1) Besaran pokok PAB vang terutang dihitung denpan cars
mengalikan dasar pengenaan PAB  sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1) dengan taril PAB sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10.

(2) PAB yang terutang dipungut di wilayah Dacrah tempal
penguasaan Alal Berat,

Bagian Keempat
Fenetapan

Pasal 12

(1) Berdasarkan SPOPD sebaguimana dimaksud dalam Pusal 4
Kepala Badan menerbitkan SKPD,

(2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Kepala Badan
menerbitkan SKPD secara jabatan berdasarkan data vang
diperoleh atau dimiliki Dasrah.

(3) Penetapan besarnya PAB Terutang dalam SKPD dihitung untuk
jangka waktu 12 ([dua belas) bulan berturut-turut terhitung
sejak kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat,

(4) Dalam hal terjadi perpindahan tempat penguasaan Alat Berat ke
luar Daerah, PAB ndak dipungut lagi sampai dengan
berakhirnya jangka wakiu masa berlakunyva PAB.

(5) Dalam hal terjadi keadaan kahar fforce majeure) yvang
mengakibatkan kepemilikan dan/atau penpuasaan Alat Berat
tidak sampai 12 (dua belas) bulan, Wajib Pajak dapat
mengajukan restitusi atas PAB vang sudah dibavar untuk
Jangka waktu vang belum dilalui.
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Apabila terjadi perubahan data dan/atau Alat Berat rusak berat
sehingega tidak dapat dioperasionalkan, Wajib Pajak melaporkan
kepada kepala Badan,

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (8] vang terkai
dengan Alat Berat rusak berat dengan melampirkan buku
kerusakan.

Bentuk dan format SKPD sebagaimana dimaksud pada ayvat (1)
tercantum dalam Lampiran yvang merupakan bagian tidal
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VY
PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pagal 13

PAB wajib dibayar sekaligus dimuka untuk masa 12 [dua belas)
bulan.

Pembayaran PAB dilakukan pada Kantor UPTH UPFPL dengan
menggunakan SSPD atau dokumen lain yang dipersamaealen,

Pembayaran PAB sebagaimana dimaksud pada ayat {1, capat
dilalukan secara tunai atau melalui transaksi elekronik (non
tunai].

Pembayaran dianggap sah spabila SSPD atau dokumen lain
vang dipersamakan tclah divalidas: sebagai bukt pembavaran.

Pembayaran PAB diterima oleh bendahara penerimasn atau
Bendahara Penerimaan Pembantu,

Bentuk dan format S2PD sebagaimuna dimeksud pada avat {Z]
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tdak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini,

Pasal 14

Penyetoran PAB cleh bendahara penerimaan atau bendabara
penerimaan pembantu, dilakukan dengan menggunakan S5TS.

Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu,
wajib menyetorkan PAB ke Rekening Kas Umum Daerah paling
lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Pembayaran PAB melalui transaksi elektronik |mon  tunai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) diterima oleh
Bendahara Penerimaan  Pembantu  pada  Bappenda  vang
ditunjuk oleh Gubernur melalui Rekening Bendabhars
Penerimaan Pembantu Nontunai paling lambat 2 x 24 (dua kali
dua puluh empat] jam hari kerja.

Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3] dilakukan
melalui mekanisme Perjanjian Kerjasama.



Pasal 15

Keterlambatan atas pembayaran PAB  dikenaken  sanksi
administratif berupa bunpa sebesar 1% (satu persen) per bulan dan
Pajak terutang vang tidak atau kurang dibayar, dihitung dar wnggal
jatuh tempo pembayaran sampal dengan tanggal pembayaran,
untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sertd baglan
dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

BAB VI
PEMERIKSAAN PAJAK

Pasal 16

(1} Kepala Badan dapat meclakukan pemeriksaan uniuk menguji

(2]

[3)

(4]

(1)

kepatuhan pemenuhan kewnjiban perpajakan dan tujuan lain
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuahan kewajiban
perpajakan secbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam hal:

a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi
kelebihan pembayaran Pajak;

b. terdapat keterangan lain berupa data lonkrel vang
menunjukkan bahwa Pajak vang terutang tidak atau kurang
dibayar; atau

¢c. Wajib Pajak vang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan
berdasarkan anlisis risiko.

Pemeriksaan untuk tajuan lain sebagaimana dimaksud pada

ayal (1) dilakukan paling sedikit untuk:

a. pemberian NPWPD secara jabatan;

b. penghapusan NPWPD;

¢. penyelesaian permohonan keberatan Wapb Pajak;

d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atail

e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajalk.

Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada

ayat (2] meliputi penentuan, pencocokan, alau pengumpulan

materi vang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 17
Dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16, kewajiban Wajib Pajak vang diperiksa meliputi:
a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku ateu catatan,

dokumen yvang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang
berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau
ruangan vyang dianggap perlu dan memberikon bantuan
gung kelancaran pemeriksaan; dan/atau

¢. memberikan keterangan vang diperlukan.



(2)

(3

(1)

(2)

(1)

12)

Dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16, hak Wajib Pajak yang diperiksa paling scedikit:

a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada
pemeriksa;

b, meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan
tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan

¢. menerima dokumen hasil Pemeriksaan sertsa memberikan
tangzapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan,

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban scbagatmana
dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkon
secara jabatan,

BAB VIl
PENAGIHAN PAJARK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD, 5TPD, Surat
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan
Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak

SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan dan Putusan Banding sebagaimana dimbksud pada
ayat (1) yang mengakibatkan jumlah PAB yang harus dibayar
bertambah, harus dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) han
sejak tanggal diterbitkan.

Bagian Kedua
Surat Tegihan Pajak Daerah

Pasal 19

Kepala Badan dapat menerbitkan STPD dalam hal:
ga. PAB dalam suatu masa pajak tidak atau kurang dicavar; atau

b. Surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan,
dan putusan banding vang tidak atau kurang dibayar setelah
jatuh tempo pembayaran.

Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a berupa pokok Pajak wang utdak dibayar
dikenakan sanksi administratil berupa bunga sebesar 4 (satu
persen] per bulan dihitung dari Pajak yang tidak dibayar,
dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan
tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 12 (dua
belas) bulan sejak saat terutangnva Pajak serta bagian dari
bulan dihitung penuh 1 {satu) bulan,



(3}

(4)

(1)

(<)

(3]

()

(1

(<]

(3)

Jumilah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayvat {1}
huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar
0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yvang tidak
atau  kurang dibayar, dihitung dar tanggal jatah tempo
pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka
waktu paling lama 12 [dua belas) bulan sejak saat teratangnya
Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh [ {satu) bulan,

Bentuk dan format STPD sebagaimana dimaksud pada avat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tdak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Surat Teguran dan Surat Paksa

Pasal 20

Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebapaimana dimaksud dalam
Pasal 18 ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembavaran
atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak dongan
menggunakan Surat Paksa vang diterbitkan aleh Kepala Badan,

Penagihan Pajak dengan menggunakan Surat  Paksa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengian penerbitan
Surat Teguran,

Surat Teguran sebagnimana dimaksud pada avel (2)
mencantumkan batas wakitu pelunasen Utang Pajak oleb
Penangrung Pajalk.

Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Ulang Pajak,
terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.

Pasal 21

Pelaksanaan penagihan dengan Surat Paksa, dilakukan sctelabh

melewati jangka wakiu 21 [dua pulubh satu) han sejok

disampaikan Surat Teguran sebagai berikut:

a. Surat teguran 1, dalam jangke waktu 7 [tujuh) hari kerja
terhitung sejak diterbitkannya STPD;

b. Surat teguran II, dalam jangka waktu 7 (tujub] ham kerja
terhitung sejak diterbitkannya surat teguran I; dan

¢. Burat teguran M1, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja
terhitung sejak diterbitkannya surat teguran 11

Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi utang Pajaknya
setelah melewati jangka woktu 2 x 24 (dua kali dua puiuh empat|
jam sejak Surat Paksa disampalkan, diterbitkan surat perintal
melaksanakan penyitaan.

Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajak setelah
dilakukan penyitaan, Kepala Badan berwenang melaksanakan
penjualan secara lelang melalul Kantor Lelang terhadap barang
yvang disita.



(4} Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah

(5]

(1)

(2}

(3)

(1)

(2]

(3]

(4]

15

jangka waktu 14 [(empat belas) harl  terhitung  sejak
pengumuman lelang.

Hastl lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar
biaya penagihan pajak dan sizanya untuk membayar utang
pajak yang belum dibayar,

BAEB VI
PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, ATAU
PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS PORKOK PAJAK

Pasal 22

Gubernur melalui Kepala Badan dapat memberikan keringanan,
pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembavaran atas
pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi
Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.

Kondist Wajib Pajak sebapaimana dimaksud pada avart (1) paling
sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak stau tingkat
likuiditas Wajib Pajak.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tate Cara  Pemberian
pengurangan, keringanan dan pembebasan, penghapusan atau
penundaan pembayaran PAB diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Kepala Badan.

BAB IX
PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN

Pasal 23

Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, kepals
Badan dapat melakukan pembetulan dan pembamlan SKPD,
STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalshan tulis
dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang undongan
perpajakan Daerah.

Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dalam Surat Keputusan Pembetulan dan Pembatalan.

Dalam hal pembetulan dan pembatalan didasarkan atas
permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Badan menindaklanjuti permohonan terscbut dengan
melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.

Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayar (3},
Kepala Badan dapat meminta data, informasi, dan/atau
keterangan yang diperlukan

Dalam hal pembetulan dan pembatslan didasarken  atos
permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayvat (3),
kepala badan wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan
dan Pembatalan secbagaimana dimaksud pads ayat (2) dalam
jangka waktu paling lama & (enam) bulan sejak tanggal sura
permohonan pembetulan diterima.



(o)

(1)

(2]

()

o)

(5]

1]

Surat Keputusan Pembetulan dan Pembatalan schagaimana
dimaksud pada ayat (5) berisi berupa:

a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak  dengmn
membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa
menambahkan, mengurangkan, atau menghapuskan jumlah
Pajak vang terutang, maupun sanksi administratifl berupa
bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau

b, membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan
maupun ketetapan Pajak vang dilaksanakan atau diterbitkan
tidak sesuai dengan tata cara vang ditentukan; dan

¢, menolak permohonan Wajib Pajak.

BAB X
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadn kedaluwarsa
setelah melampaui waktu 3 (lima) tahun terhitung seiak saal
penetapan SKPD, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak
pidana di bidang perpajakan Daerah.

Kedaluwarsa penagihan pajak scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) tertangguh apabila:

a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau

b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, bak langsung
maupun tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa
sebagaimana dimaksud padas avat (2) hural a, kedaluwarsa
Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran
dan/atan Surat Paksa.

Pengakuan Utang Pajak sccara langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2] huruf b merupakan Wuajih Pajak déngan
kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan
belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung schagainana
dimaksud pada ayat (2] hurul b dapat diketahui dan pengajuan
permohonan  angsuran atau  penundaan  pembayaran dan
permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huraf b, kedaluwarsa
Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.



BAB XI
KEBERATAN DAN BANDING

Baman Kesatu
Keberatan

Pasal 25

(1} Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Badan

atas penerbitan SKPD.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara

(3

4]

13)

(6)

(7]

(8)

(9)

tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumiah
Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipowng atau dipungut
berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertal alasan
yvang jelas,

Keberatan harus diajukan dalam jangka wakiu paling lama 3
(tiga) bulan sejak tanggal SKPD ditetapkan, tanggal pemotongan
atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayal (2], kecuall
jika Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangks waktu itu
tidak dapat dipenuhi karcna keadaan kahar.

Keacduan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3} meliput:
g, bencana alam;

b. kebalkaran;

c. kerusuhan massal atau hurua-hara;

d. wabah penyakit; dan/atau

e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Gubernur,

Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayat
paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

Keberatan vang tidak memenuhl persyaratan sebagaimana
dimaksud pada avat (2], avat (3], dan ayat [5) tidak dianggap
sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Kepala
badan atau tanda pengiriman surat keberatan melalin surat pos
tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surart keberatan,

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu
pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada sa
pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan
sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatun

Jumlah Pajak vang belum dibayar pada saal pengujuen
permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (=)
tidak termasuk sebagal Utang Pajak sebagaimann dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (1).



(1)

(2}

(3

(1)

(2]

(3]

4]

Pasal 26

Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 12 [dua belas)
bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus member
keputusan atas keberatan yvang digjukan.

Keputusan Kepala Badan atas keberatan dapat berupa:

a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan
hasil Penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurat
Wajib Pajak;

b. menenma sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan
hasil Penelitian sebagian sama dengan Pajak yvang terutang
menurat Wajib Pajak;

c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan husil
penelitian sama dengan Pajak vang terutang delam surat
keputusan fketetapan yang diajukan keberntan oleh Wajib
Pajak; atau

d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal
Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian lebih besar dari
Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ keletapan vang
diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.

Apabila dalam jangka walitu sebapaimana dimaksud pads
ayat (1) telah lewat dan Kepala Badan tidak memberkan suatu
keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima
atau dikabulkan.

Bagian Kedua
Banding

Pasal 27
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonuan banding hanya
kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan
vang ditetapkan oleh Kepala Badan sebagaimanu dimalesud
dalam Pasal 26 ayat (2) paling lama 3 (uga) bulan sejuk
keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan
Keberatan.

Permohonan banding sebagaimana dimaksud paca ayat (1]
diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan
disertai alasan yang jelas.

Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan |
(satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pengajuan banding dilaksanskan sesual dengan ketenluun
peraturan perundang-undangan.



BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundongan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daecrah Provins: Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggnl 23 Juli 2024
Pi. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

RN

HASSANUDIN

Diundangkan di Mataram

H. LALU GJFA ARIAD

BERITA DAERAH PROVIN SA TENGOGARA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 29






LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR =

TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK ALAT BERAT

TAHUN 2024

A. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah (SPOPD)

KOP
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

SURAT PENDAFTARAN ORBJER PAJAK DAERAH isPOPILY)

PAJAK ALAT BERAT

A, IDENTITAS PEMILIK
Nama Pemilik! Penpuasa e

S bR i i e

Status Kepemilikan
MIKS MIB

Alamat

MNomor Telp! Hp
Kegunaan

B, IDENTITAS ALAT BERAT

I
2
3
4.
5.
B
7
b

Ne. Registrasi

Jenis

Merk! Type

Thn Pembuatan’ perakitan
Horse Power/ Isi Silinder / CC

. Mo, Rangkn
. Mo, Mesin

Bahan Bakar

C. JENIS PENDAFTARAN

Alat Berat Baru
Tangeal Fakiur

Alat Berat Bokan Baru
Tanggal Pendatann

Luar Deerah
Tanggal Fiskal

Cianti Pemilik

Mamn Pemilik Baru

Alamit

Ganti Mesin

Harga Pembelinin

WAJB PAJAKS KUASA

MNa. Pendafiaran ;

% FTE 11 1) NP

a.n. Kepala Badan Pengelolaan Pendupatan Dacraly
Provinsi Nusia Tenggera Barat
Kepala UPTB UPPD ..o

persituran perundang-undangan yang berlaku.

MIP.
Dengan ini sava menyatakan, bahwa data tersebut dintas adalah benar dan spabila tidak sesunl
dengan keadaan sebenarmnva saya bersedia dan sanggup dituntul sesuai dengan ketentusn



B. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

SURAT KETETAFAN BUmAE
Ko PAJAK DAERAH
BADAN PENCELOLAAN PENDAPATAN PAJAK ALAT BERAT ']'r.[M i
DAFERAH ITSYSTEM
Tohun Pajak
MNuma
Alama
MNPWPD
MNomaor HP
Momor Registrasi - MIAR .
Jenls : Taril : .
Mo/ Type ! Pokok PAR
Tahun Pembaartan' Perakitan ' Sanksi Administrasi -84
Horse Power! 1ai Silinder’ CC o
. Mo, Rangks : —
[ ; s ||
| Dengan Hurw
iy |
Dilstapkan Tgl. Felugas Penetapan ' Bendshara Pererima |
PERHATIAN v 1. Harap penysioran ddakukan di Bendahare Perenme/Bandahara Penenma Pembaniy
pada UPTE UPPD - Bappenda Provinsi NTB aftau melglul pambayaisn alstonk ke
Rekening Kas Umum Daecah Provingi NTB Pada Bank NTB Syarah dengan Momar
Rekening 21 0567.00-5
2. Apabila SKPD inl fides atu kurang dibeyar selefah bwat wakh | fatuh lempo
dikenakan sanks! sdministrasi berupa bunga sebase: 1% parbalan
Metaram, e
An. Kepala Badan Penpeloiazn Pendapalan Doerah
BARCCDE Froving Musa 'Im;-gm Barol
Kegeta UPTE UPPD . W
. m.h. .
MODEL DPD - 10A -
T . Gunlirg disini
TANDA TERIMA -
TANDA TERIMA
KPWPD
" .. Tatan H..
"r'zng h'l-:.-nﬁll‘]ﬂ
': = ]
MCOEL DPD - 104
Lemnbar 1 (putin) untuk Wajt Pajak

Leenbar 2 (mersh) untuk Dinas pendapatan Daerah Provingl NTB
Lambar 3 (biru) untuk PPCRD Dipanda Provins! NTH




C. Surat Setoran Pajak Daerah (SSFD)

SSPD
KOP (SLUBAT SETORAN PAJAK DAERAR)
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN -
DAERAH '
I Mama
BARCODE A lmat
NPWPLD A AR A e e P
No. HP
Menyetor berdasarkan : | SKPD SK Pembetulan |_ | Lain-lain
| ETPD { 5K Keberatan
Mo, SKPD Tim IT/SYSTEM
JATUH TEMPO SKPD
Nomer Registrasi ' = e NJAB
Jenis | s e Tarif
Merl/iype I (O Pokok PAR
Tahun Pembuoatan/perakitan :
Horse Power/ Isi Silinder/ CC e N R G - B
No. Rangka y N s Jumlah PAB
MNo. Mesin : Terutang
Bahan Bakar 8 | %
Dengan Huruf }
Ruang untuk Teraan Diterimaoleh | ahun
Kas Register/ Tanda Tangan Petuges Tempat Pembayaran
Petugas Penerima
Tamppal, s inant s |
Penyetor
Tandn Tangon
MNima Jelas (RS i




D. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Alat Berat

KOP

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN

DAERAH

STPD
(SURAT TAGIHAN Padak
BAERAH) T
PFAJAK ALAT BERAT g
Talun

' L. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Perpturan Gubemur Nomor .,

-

Nama
Adarnad
HNPWPD

' No. HP
Fangeal Jatuh Tempo

-

..........................

Berat telah dilakuknn penelition dan/atan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanan kewajiban

T'ahun 2024 tentang Tatn Cura Pemungutan Pajal. Al

Kode Rekening Pajak | | | |
Mama Pajak : Pajak Alat Berat
Il. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, perhitungan jumish yang masih harus dibavar adalabh sebogal
berikut :
. Pajak yang tidak dan/atau
kurang bayar Rp
2. Sanksi Administrasi
a. Bungn Rp
3. Jumlah yang masih harus
o dibayar (1 + 2a) Rp
Derrgan Huruf
121 1| AR, | [
Kepols Badan Pengelolaan Pendapatan Bagrah
Provinsi NTH
NAMA
NP
PERHATIAN :

Harap penyetoran dilakukan di Bendahara Penerima padn Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provins NTH
Rekening Kas Umum Dasrah Provinst NTB (Baok NTB Svariah) dengan Nomor Rekening 2105807 O0-6
menggunakan Surnt Setoran Pajak Dacrah (S5PD).

Lembar | {Putih)
Lembar 2 { Kuning)
Lembar 3 (Merah)

s Unuk BEP Unit vang bersanghkwman’ penyelor
: Untuk Badan Pengelolann Pendapatan Daernh Provinsi NTH
: Untuk Pemegang Kas Daerah

Fi.

AR

HASSANUDIN

AT A
tlenpnn

IWBERNUR NUSA TENGUARA BARAT,



